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ABSTRACT

This study aims to determine the types of sexual violence crimes that occur in
universities and legal protection for victims of sexual violence crimes in
universities. This is a normative legal research that uses statutory approach and
case approaches. The results showed that there were 13 types of sexual
harassment that occurred in educational institutions according to Dzeich and
Weine, namely the 'Power Player' type, the 'Role as a Father or Mother Figure'
type, the 'Group Member' type, the 'Harassment in Closed Places' type, the
'Groper' type, the 'Opportunist' type, the 'Confidante’ type, the 'Situational
Harassment' type, the 'Pest' type, the 'The Great Gallant’ type, the 'Intellectual
Seducer’ type, the ‘'Incompetent’ type, the 'Sexualized Environment' type. Legal
protection given to victims of sexual violence in universities is regulated in
Article 12 of the Minister of Education and Culture Regulation
(Permendikbudristek) Number 30 of 2021 on the Prevention and Handling of
Sexual Violence (PPKS) in Higher Education. In addition, Article 14 and Article
16 of the Permendikbudristek also regulate the provisions of administrative
sanctions that can be imposed on perpetrators of sexual violence in universities.
With regard to criminal sanctions, although the Criminal Code does not
specifically regulate the crime of sexual violence, perpetrators of sexual
harassment in universities can be subject to criminal sanctions as regulated in
Articles 289 to 296 of the Criminal Code.

Keywords: Sexual violence; victim; College; legal protection

Abstak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis tindak pidana
kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi dan perlindungan hukum bagi
korban tindak pidana kekerasan seksual di perguruan tinggi. Penelitian ini
adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang
undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa jenis-
jenis pelecehan seksual yang terjadi di institusi pendidikan menurut Dzeich dan
Weine ada 13, yaitu tipe ‘Pemain Kekuasaan’, tipe ‘Berperan sebagai Figur
Ayah atau Ibu’, tipe ‘Anggota Kelompok’, tipe ‘Pelecehan di Tempat Tertutup’,
tipe ‘Groper’, tipe ‘Oportunis’, ‘Confidante’, tipe ‘Pelecehan Situasional’, tipe
‘Pest’, tipe ‘The Great Gallant, tipe ‘Intellectual Seducer’, tipe ‘Incompetent’,
tipe ‘Sexualized Environment’. Perlindungan hukum yang diberikan kepada para
korban kekerasan seksual di perguruan tinggi diatur dalam Pasal 12
Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan
Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi. Selain
itu, Pasal 14 dan Pasal 16 permendikbudristek tersebut juga mengatur ketentuan
sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada para pelaku kekerasan seksual
di perguruan tinggi. Berkaitan dengan sanksi pidana, meskipun KUHP belum
secara spesifik mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual, pelaku
pelecehan seksual di perguruan tinggi dapat dijatuhi sanksi pidana yang diatur
dalam Pasal 289 hingga Pasal 296 KUHP.

Kata Kunci : Kekerasan seksual; korban; perguruan tinggi; perlindungan
hukum.
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PENDAHULUAN

Kekerasan seksual dapat terjadi kepada siapa saja dan kapan saja. Pelecehan sangat sering
terjadi dalam kehidupan sehari-hari baik itu dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat,
pekerjaan, maupun teman sebaya. Pelecehan pada umumnya sering menimpa orang-orang yang tidak
berdaya. Maraknya isu kekerasan yang terjadi terhadap perempuan menjadi suatu hal yang sangat
menakutkan bagi seluruh kaum perempuan. Kekerasan serta pelecehan yang sering terjadi pada
seorang perempuan banyak disebabkan oleh sistem tata nilai yang menempatkan perempuan sebagai
makhluk yang lemah dan lebih rendah jika dibandingkan dengan laki-laki. Masih banyak masyarakat
yang memiliki pandangan bahwa kaum perempuan sebagai kaum yang dapat dikuasai, dieksploitasi
dan diperbudak oleh kaum laki-laki. Kekerasan pada dasarnya merupakan sebuah realita yang nyata
dan sering sekali terjadi dalam masyarakat dari dulu hingga saat ini.!

Suatu institusi pendidikan yang sejatinya merupakan tempat untuk tumbuh dan
berkembangnya peserta didik dalam urusan literasi dan juga pengembangan soft skill harusnya
menjadi suatu tempat atau ruang yang aman dan nyaman bagi mereka. Akan tetapi, nampaknya hal
tersebut tidak berlaku bagi para penyintas kasus kekerasan terhadap perempuan. Khususnya dalam
kasus kekerasan seksual. Kasus seperti ini benar-benar nyata dan banyak terjadi, baik itu disekolah
maupun Universitas dan sudah menjadi rahasia umum yang sengaja dilupakan oleh sebagian besar
pihak didalamnya. Tidak banyak korban yang berani melapor ataupun speak up karena stigma
masyarakat terhadap korban kekerasan masih sangat kuat, belum lagi jika kekerasan seksual ini
dilakukan oleh pihak yang mempunyai kuasa lebih dalam suatu institusi pendidikan. Selain itu, tidak
adanya kebijakan serta kurangnya penanganan bahkan sanksi yang diberikan pada pelaku kekerasan
yang tidak sesuai membuat minimnya tindak lanjut dari pelaporan jika ada yang masuk.?

Upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang kerap sekali terjadi dilingkungan
perguruan tinggi tersebut yaitu Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
(Permendikbudristek) mengeluarkan peraturan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan
Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi. Pelaksana tugas (Plt.)
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Nizam mengatakan tujuan utama
peraturan ini adalah memastikan terjaganya hak warga negara atas pendidikan, melalui pencegahan
dan penanganan kekerasan seksual dilingkungan perguruan tinggi.3

Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 hadir sebagai langkah awal untuk menanggapi
keresahan mahasiswa, dosen, pimpinan perguruan tinggi, dan masyarakat tentang meningkatnya
kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi. Permendikbudristek PPKS dinilai detail dalam
mengatur langkah-langkah yang penting di perguruan tinggi untuk mencegah dan menangani
kekerasan seksual. Di samping itu juga membantu pimpinan perguruan tinggi dalam mengambil
tindakan lebih lanjut untuk mencegah berulangnya kembali pelecehan seksual yang menimpa civitas
akademika.*

Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 menegaskan bahwa secara yuridis pihak
perguruan tinggi dapat melakukan langkah-langkah legal dalam menindaklanjuti pelaku kekerasan
seksual, akan tetapi baru beberapa bulan setelah aturan tersebut diterbitkan, pelecehan seksual
dilingkungan perguruan tinggi masih saja tetap terjadi. Oleh karena itu, penelitian ini akan
menganalisis jenis-jenis kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi dan perlindungan hukum
terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual di perguruan tinggi. Hasil penelitian ini diharapkan
dapat memberikan informasi yang relevan bagi perguruan tinggi dan pemerintah agar dapat

! Utami Zahirah Noviani, Rifdah Arifah, Cecep,Sahadi Hurnaedi,”"Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan
Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif”, jurnal penelitian dan PPM, No. 01 Vol. 05 (2018).

2 Admin Ibh,”Kekerasan Seksual dalam Intitusi Pendidikan”, (2024)
https://lbhyogyakarta.org/2020/03 /08 /kekerasan-terhadap-perempuan-dalam-institusi-pendidikan/ diakses

14 Juni 2025

* Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, (2025), https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2025/11 /permen-

pencegahan-dan-penanganan-kekerasan-seksual-di-lingkungan-perguruan-tinggi-tuai-dukungan diakses 15 Juni
2025

* Ibid
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memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual serta meningkatkan perannya dalam
pencegahan dan penanganan pelecehan seksual dalam wilayah perguruan tinggi, serta bisa menjadi
suatu pedoman bagi masyarakat agar berani untuk melaporkan setiap tindakan pelecehan seksual.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk kedalam Kkategori yuridis-normatif, yaitu penelitian yang
dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas hukum serta peraturan perundang-
undangan yang sesuai dan berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian ini menggunakan
pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Kemudian data yang telah diperoleh diolah
secara kualitatif serta dipaparkan dalam bentuk deskriptif, dengan maksud memberikan data dengan
seteliti mungkin mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Lingkungan
Perguruan Tinggi

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual tidak hanya menjadi isu nasional
akan tetapi sudah menjadi isu internasional yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian
dalam penyelesaian kasusnya. Pemenuhan perlindungan terhadap korban merupakan suatu bentuk
untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Pada kasus tindak pidana kekerasan seksual
dalam prakteknya paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaian kasusnya, baik itu pada
tahap penyelidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan. Selain adanya kesulitan
dalam penjelasan diatas, terdapat juga kesulitan dalam pembuktiannya, misalnya pelecehan seksual
atau perbuatan cabul yang pada umumnya dilakukan tanpa adanya kehadiran orang lain ditempat
kejadian.5

Tindak pidana yang berkaitan dengan kekerasan seksual diatur dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP) tentang Kejahatan terhadap Tindak Pidana Kesusilaan (Pasal 281 sampai
dengan Pasal 299). Salah satunya yaitu Pasal 289 KUHP yang mengatur bahwa “Barang siapa dengan
kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan
pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara
selama-lamanya sembilan tahun”. Jadi, pasal tersebut mengatur tentang kekerasan yang dilakukan
merupakan suatu pelanggaran terhadap norma kesusilaan dengan melakukan tindakan pencabulan.

Dua pasal di atas merupakan payung hukum yang biasa digunakan untuk melindungi korban
kekerasan seksual di Indonesia. Namun, terdapat berbagai alasan yang menyebabkan kasus-kasus
kekerasan seksual tidak dilaporkan oleh korban kepada penegak hukum, diantaranya adalah korban
merasa malu dan tidak ingin aib yang menimpa dirinya diketahui oleh orang lain, atau korban merasa
takut diancam oleh pelaku bahwa dirinya akan dibunuh jika melapokan kejadian tersebut kepada
pihak penegak hukum, dasar hukum yang tidak kuat, sanksi kepada pelaku yang tidak setimpal dan
kosongnya perlindungan bagi korban. Selain itu, perasaan takut karena adanya reviktimisasi dari
kepolisian dan sulitnya mendapatkan bukti menjadikan para korban enggan untuk berhadapan
dengan proses hukum yang ada.

Faktor-faktor di atas dapat mempengaruhi perkembangan mental atau kejiwaan dari korban
itu sendiri sehingga tujuan untuk mewujudkan rasa keadilan bagi korban akan terhambat dan
tentunya juga akan berpengaruh pada proses penegakan hukum itu sendiri, dalam mewujudkan rasa
keadilan bagi korban dan juga masyarakat. Peran korban sangat penting agar dapat mengatasi dan
menyelesaikan kasus kekerasan seksual, hal ini tentunya memerlukan keberanian yang besar dari
korban untuk melaporkan kejadian yang menimpa dirinya kepada penegak hukum, karena dari
adanya pengaduan dari korban, maka kasusnya akan dapat terbuka dan dapat dilakukan proses

> Leden Marpaung, “Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya”, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm.
18
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pemeriksaan, sehingga korban dapat memperoleh keadilan atas kejadian yang telah menimpa
dirinya.6

Selain peran korban yang sangat penting dalam penanganan kekerasan seksual di perguruan
tinggi, peran serta pemerintah serta pihak kampus juga mempunyai peran yang penting dalam
penanganan kekerasan seksual diperguruan tinggi. Oleh karena itu, pada 31 Agustus 2021 dalam
rangka pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang kerap sekali terjadi dilingkungan
perguruan tinggi, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek)
mengeluarkan peraturan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan
Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi. Tujuan utama dari peraturan ini adalah memastikan
terjaganya hak warga negara atas pendidikan, melalui pencegahan dan penanganan kekerasan
seksual dilingkungan perguruan tinggi.

Pasal 10 permendikbudristek tersebut mengatur bahwa perguruan tinggi wajib melakukan
penanganan kekerasan seksual melalui pendampingan, perlindungan, pengenaan sanksi
administratif, dan pemulihan korban. Artinya, perguruan tinggi diwajibkan untuk berperan aktif
sejak awal secara maksimal dalam hal penanganan korban kekerasan seksual yang terjadi di
lingkungan kampus. Selain itu, terkait perlindungan korban dan saksi kekerasan seksual di perguruan
tinggi diatur dalam Pasal 12 yang menyatakan bahwa perlindungan tersebut diberikan kepada
korban atau saksi yang berstatus sebagai Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga
Kampus. Pasal tersebut juga mengatur bahwa bentuk pelindungan kepada korban atau saksi tersebut
adalah sebagai berikut:

a. Jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi mahasiswa

b. Jaminan keberlanjutan pekerjaan sebagai Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan pada
Perguruan Tinggi yang bersangkutan

c. Jaminan pelindungan dari ancaman fisik dan nonfisik dari pelaku atau pihak lain atau keberulangan
kekerasan seksual dalam bentuk memfasilitasi pelaporan terjadinya ancaman fisik dan nonfisik
kepada aparat penegak hukum

d. Pelindungan atas kerahasiaan identitas

e. Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan

f. Penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan pelindungan

g. Pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan/atau
menguatkan stigma terhadap korban

h. Pelindungan korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana

i. Gugatan perdata atas peristiwa kekerasan seksual yang dilaporkan

j- Penyediaan rumah aman dan/atau

k. Pelindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang
diberikan.”

Penjatuhan sanksi kepada para pelaku kekerasan seksual juga merupakan suatu bentuk
perlindungan korban pelecehan seksual mengingat penjatuhan sanksi tersebut dapat memberikan
rasa aman dan membantu menghilangkan perasaan trauma serta mendapatkan rasa keadilan atas
kejadian yang telah dialami oleh korban. Terkait hal ini, Pasal 14 dan Pasal 16 permendikbudristek
tersebut mengatur ketentuan sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada para pelaku
kekerasan seksual di perguruan tinggi, yaitu sebagai berikut:

Pasal 14
(1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri atas:
a. Sanksi administratif ringan
b. Sanksi administratif sedang
c. Sanksi administratif berat

[=)

Hj. Suzanalisa, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana kekerasan Seksual Dalam Sistem
Peradilan Pidana”, Jurnal Lex Specialis, No. 14 (2021), hlm. 15

7 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021
tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi
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(2) Sanksi administratif ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:

a. Teguran tertulis

b. Pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal kampus atau media

massa.

(3) Sanksi administratif sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:

a. Pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan

b. Pengurangan hak sebagai Mahasiswa meliputi:

1. penundaan mengikuti perkuliahan (skors)

2. pencabutan beasiswa atau

3. pengurangan hak lain.

(4) Sanksi administratif berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa:

a. Pemberhentian tetap sebagai Mahasiswa atau

b. Pemberhentian tetap dari jabatan sebagai Pendidik Tenaga Kependidikan, atau Warga Kampus

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
Pasal 16

(1) Pemimpin Perguruan Tinggi dapat menjatuhkan sanksi administratif lebih berat dari sanksi

administratif yang direkomendasikan oleh Satuan Tugas.

(2) Pengenaan sanksi administratif lebih berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan

mempertimbangkan:

a. Korban merupakan penyandang disabilitas

b. Dampak kekerasan seksual yang dialama korban

c. Terlapor atau pelaku merupakan anggota satuan tugas, kepala atau ketua program studi, atau ketua

jurusan.

Pemaparan di atas menunjukkan bahwa pelaku pelecehan seksual di lingkungan perguruan
tinggi dapat dikenai sanksi administrative sebagaimana diatur dalam permenristekdikti tersebut.
Selain itu, pelaku pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi juga dapat dijatuhi sanksi pidana,
sebagaimana diatur dalam Pasal 289 hingga Pasal 296 KUHP, meskipun pasal-pasal tersebut belum
secara spesifik mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual. Oleh karena itu, perlunya suatu
undang-undang yang secara spesifik mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual yang
dijadikan legalitas dalam penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual
sehingga dapat mewujudkan perlindungan bagi korban serta terwujudnya suatu keadilan dan rasa
aman bagi setiap orang.

Ancaman pidana berat memang belum tentu betul-betul dapat menghapus tindak pidana
tersebut, namun hal ini dapat dikaitkan dengan bobot pencelaan suatu perbuatan berdasarkan
pandangan dari masyarakat. Demikian pula jika dihubungkan dengan tujuan dari adanya suatu
pemidanaan, yang bersifat pencegahan umum. Apabilila sanksi pidananya ringan tidak akan
menimbulkan rasa takut untuk tidak melakukan tindakan pelecehan seksual. Apabila orang orang
tidak takut, maka perbuatan tersebut akan tetap berkembang, sehingga dampaknya masyarakat
menjadi tidak terlindungi. Solidaritas masyarakat yang telah diwujudkan untuk mencegah perilaku
pelecehan seksual menjadi tidak terpelihara lagi, dengan adanya sanksi pidana yang diterapkan tidak
seimbang dengan kerugian atau derita yang diterima oleh korban akibat dari tindak pidana tersebut.8

Kesimpulan

Perlindungan hukum yang diberikan kepada para korban kekerasan seksual di perguruan
tinggi diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
(Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan
Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi. Pasal 12 permendikbudristek tersebut mengatur
tentang bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi korban dan saksi kekerasan seksual di perguruan
tinggi yang berstatus sebagai Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus. Selain

8 Supanto, “Pelecehan Seksual Sebagai Kekerasan Gender: Antisipasi Hukum Pidana”, Mimbar Jurnal Social Dan
Pembangunan, Vol. XX No. 03 (2024), hlm. 302
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itu, Pasal 14 dan Pasal 16 permendikbudristek tersebut juga mengatur ketentuan sanksi administratif
yang dapat dikenakan kepada para pelaku kekerasan seksual di perguruan tinggi. B erkaitan dengan
sanksi pidana, meskipun KUHP belum secara spesifik mengatur tentang tindak pidana kekerasan
seksual, pelaku pelecehan seksual di perguruan tinggi dapat dijatuhi sanksi pidana yang diatur dalam
Pasal 289 hingga Pasal 296 KUHP.
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